PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 1= TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN

Menunbang

Mengingat

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

. a. bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas

dan fungsi dalam memberikan pelayanan administratif dan
pengkoordinasian perumusan kebijjakan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta mengakomodir
bertambahnya beban kerja pada Biro Pemerintahan, Biro
Perekonomian, dan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka perla
dilakukan perubahan terhadap nomenklatur dan susunan
organisasi pada Biro-Biro dimaksud;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 teniung Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerain (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 1 Seri Dj
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor
14);

FJI

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN :

- PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 3008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKY:  DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN.

Pasal I

B: berapa ketentuan <. i Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Sclatan Nomor 7 Tahur 108 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Surn ‘era Selaian (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tal :in 2008 Nomor 1 Seri D), selagaimana telah
beberapa kali diubah d: in Peraturan Daerah :

a. Nomor 6 Tahun 2 .. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2010 Nomor 3 Seri D}



b. Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2012 Nomor 6);

c. Nomor 14 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2013 Nomor 14).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Biro Pemerintahan mempunyai tugas memberikan pelayanan

administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan

daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan

kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di

bidang pemerintahan umum, kependudukan, prasarana fisik dan

pertanahan serta wilayah administrasi dan perbatasan.

. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9,

Biro Pemerintahan mempunyai fungsi:

4.

penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan
perangkat daerah di bidang pemerintahan umum,
kependudukan, prasarana fisik dan pertanahan serta wilayah
administrasi dan perbatasan,;

penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat |
daerah di bidang pemerintahan umum, kependudukan,
prasarana fisik dan pertanahan serta wilayah administrasi dan
perbatasan;

penyiapan bahar pengendalian sumber daya aparatur,
keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang
pemerintahan umum, kependudukan, prasarana fisik dan
pertanahan serta \ ilayal administrasi dan perbatasan;
pelaksanaan tugas lain .y diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tug:: -lan fungsinya



